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PENETAPAN
Nomor 1529/Pdt.G/2024/PA.Bpp

ZARE ;
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah
menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara
Cerai Talak antara:

PEMOHON, XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXX XXXXXX, tempat kediaman di XXXXX XXXX,
XXX XX XXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXX  XXXXXXX, XXXX
XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX, Sebagai

Pemohon;
Lawan

TERMOHON, XXXXXXXXXXxX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXX;,

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17
Oktober 2024 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap
Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Balikpapan dengan register Nomor 1529/Pdt.G/2024/PA.Bpp,

dengan dalil dan alasan sebagai berikut :
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1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sah
pada tanggal 16 Agustus 1998, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana tercatat
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 686/91/VIII/1998, tanggal 20
Agustus 1998;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon
bertempat tinggal di Rumah milik Pemohon di XXXXX XXXX, XXX XX
XXXXXX,  XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXXXXXK  XXXXXKX,
XXXX XXXXXXXXXX, selama 10 tahun ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum di
karuniai anak;

4. Bahwa sekitar tahun 2010, keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dengan
Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena
Termohon terlalu dominan di dalam rumah tangga sehingga Termohon
sangat susah untuk menerima nasehat dan masukan dari Pemohon
sebagai kepala rumah tangga, dan bahkan ketika terjadi perselisihan
di dalam rumah tangga Termohon tidak dapat mengontrol emosinya
dan barang yang ada di dekatnya Termohon langsung dilemparkan
kearah Pemohon, Pemohon mencoba bertahan dan memberikan
kesempatan kepada Termohon agar Termohon dapat merubah sikap
dan perilakunya tersebut namun seiring berjalannya waktu Termohon
tidak ada menunjukkan perubahkan kepada Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan
rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor
penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon tersebut terjadi sekitar tahun 2018, yang akibatnya
Termohon memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dan saat ini

Termohon tinggal di rumah milik keluarganya di XXXXX XXXXXXX X, XXXXX
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XXX XX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXK,  XXXXXXXXX  XXXXXXXXXK  XXXXXXX,
XXXX XXXXXXXXXX, dan sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon
sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan
suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi
Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu
Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan Sidang
Pengadilan Agama Balikpapan;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan
Termohon secara principal telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk
menempuh  upaya mediasi, dan sesuai laporan  Mediator
(oOXxxxxxxxxxxx.) tanggal 19 November 2024, ternyata mediasi berhasil
dengan pencabutan;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan
Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri
maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan
selanjutnya mohon penetapan.
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Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka
proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak
perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita
acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Termohon datang
menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon
agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan
kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka
untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun
2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah
berhasil damai dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut
tidak melanggar hak Termohon sebab Termohon mengakui atas
pencabutan tersebut dan membenarkan telah berdamai;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan telah
berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri
maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, sesuai dengan
Al-qur'an Surah An-nisa ayat 128 :

Artinya : Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan
nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan
perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi
mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu
memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari
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nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti
terhadap apa yang kamu kerjakan.
Hadits nabi Riwayat Abu Dawud dan Ibn. Majah :

Rasulullah bersabda : perbuatan halal yang sangat dibenci oleh
Allah SWT adalah Thalag,

Menimbang, bahwa  dengan  dikabulkannya pencabutan
permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan
selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan
setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam
perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang
perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama
menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya
perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang
berhubungan dengan perkara ini

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
1529/Pdt.G/2024/PA.Bpp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara

tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya
perkara ini sejumlah Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu
rupiah);
Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari
Selasa, tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24
Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan
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yang terdiri dari Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.l., sebagai Hakim
Tunggal. Penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Siti
Komariah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon
dan Termohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses ‘Rp 75.000,00
- Pemanggilan :Rp 400.000,00
- PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah :Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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